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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Awal terbentuknya keluarga yang sah dan resmi menurut syariat dan agama 

yaitu ketika berkumpulnya seorang suami dan istri yang telah terikat dalam sebuah 

ikatan suci yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang disyariatkan dalam 

Islam adalah sebuah ikatan hubungan yang halal dan dibenarkan oleh hukum yang 

berlaku baik hukum Islam maupun hukum negara agar dapat merasakan hidup 

bahagia dalam suasana rumah tangga yang harmonis dan tidak hanya sekedar 

memenuhi tuntutan nafsu semata.  

Allah SWT berfirman yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum/30: 21,  

ةًَ    مَّوَدَّةً   وَّرَحْم نَكُممً هَا  وَجَعَلًَ  بَ ي م ا  الِيَ م
ْۤ
كُنُ وم   ازَموَاج ا  ل تَِسم   انَ مفُسِكُممً   مِ نمً   خَلَقًَ  لَكُممً   اٰيٰتِه انَمً  وَمِنمً

  ي َّتَ فَكَّرُومنًًَ    ل قَِوممً    ذٰلِكًَ  لًَٰ يٰتً    فِمً ًًًاِنًَّ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 

yang berpikir”. 1 

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang dilaksanakan dengan suatu proses ijab dan qobul dan disaksikan 

oleh para saksi sehingga hubungan tersebut menjadi sah dan juga halal dimata Allah  

 
1Kementerian Agama R.I. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (Jakarta: Pustaka 

Lajnah, 2022). 
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dan halal menurut ajaran agama Islam. Pernikahan dapat dikatakan sebagai 

perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah 

menyetujui secara bersama-sama untuk melaksanakan kehidupan selanjutnya yang 

lebih dekat antara satu sama lain. Dalam pandangan orang yang beragama suatu 

hubungan yang terjalin menjadi baik dan halal apabila mengikuti ajaran-ajaran yang 

diajarkan Rasullullah SAW dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan 

Allah SWT.1  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan 

merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Dalam sebuah kehidupan berumah tangga tidaklah selalu berjalan dengan 

mulus, banyak hal-hal yang dapat menjadikan munculnya rintangan dan masalah 

yang dapat  ditemui dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Selalu ada 

kemungkinan bahwa dalam perkawinan yang diharapkan akan berlangsung 

selamanya justru berakhir dengan jalan perceraian. Maka dari itu dizaman sekarang 

banyak pasangan yang membuat sebuah perjanjian sebelum terjadinya perkawinan 

untuk menghindari kemungkinan gagalnya perkawinan. Calon pasangan suami dan 

istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk 

persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan 

 
1Efendi dan Ach Redy Bachtiar, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah 

di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan,” Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family 

Law, 1, no.2,  (2019), Hal: 125-126. 
2Nurillah dan Nuyun, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif Indonesia,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022, Hal: 1. 
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perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh 

calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.3 Perjanjian 

perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi 

hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat 

perkawinan berlangsung.  

Perjanjian perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang telah disepakati 

bersama antara kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan 

dilangsungkan yang dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat 

nikah dan dalam perjanjian perkawinan hal-hal yang ada dalam perjanjian tersebut 

tidak bertentangan dengan hukum Islam serta perjanjian perkawinan harus 

dilakukan atas kehendak orang yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut.4 

Hukum dari perjanjian atau syarat perkawinan adalah boleh, dan bagi calon 

mempelai boleh melakukan perjanjian atau syarat perkawinan dan boleh juga tidak 

menggunakannya.  

Perjanjian perkawinan berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak 

yang melakukan perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian perkawinan berjanji 

untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Perjanjian perkawinan mengikat masing-

masing pihak yang membuatnya. Ketika perjanjian perkawinan telah disepakati 

 
3Jeni Mariani dan Sri Ahyani, “The Binding Power Of Marriage Agreement Made Before 

The Notary After The Marriage Is Carried Out Against The Third Party Related To The Decision 

Of Constitutional Court Number 069/Puu-Xii/2015,” IOSR Journal Of Humanities And Sosial 

Science, 8, 26, no. 11 (November 2021): 18. 
4Efendi dan Ach Redy Bachtiar, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah 

di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan”, Hal: 127. 
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oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak wajib memenuhinya sepanjang 

dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksanya.  

Dalam kebiasaan yang terjadi yang dilakukan masyarakat adalah sebelum 

perkawinan atau akad nikah dilangsungkan terkadang ada syarat-syarat yang 

disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orangtua kedua mempelai, salah 

satunya kebiasaan yang terjadi dimasyarakat adalah ketika calon istri memberikan 

syarat-syarat kepada calon suaminya seperti sang suami tidak boleh menikah lebih 

dari seorang istri atau sang istri tidak mau untuk dipoligami. Dan ketika calon suami 

yang memberikan syarat-syarat kepada calon istrinya seperti sang istri tidak boleh 

bekerja jika sang suami masih sanggup untuk mencari/memberinya nafkah. 

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini calon istri lebih kritis dalam 

persoalan pernikahan, calon-calon istri zaman sekarang sudah mempunyai banyak 

pertimbangan dalam hal kesetiaan terhadap calon suaminya, karena sebagian orang 

melakukan poligami karena alasan syariat Islam membolehkannya. Pada saat ini 

banyak calon istri yang menginginkan perkawinannya aman tentram tanpa ada 

campur tangan orang lain di dalamnya salah satunya yaitu orang ketiga. Maka dari 

itu banyak dari calon istri yang meminta calon suaminya untuk melakukan 

perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami. Setelah melakukan observasi 

beberapa waktu akhirnya penulis menemukan bahwa terdapat pasangan di 

Kecamatan Gambut yang calon istrinya menegaskan bahwa tidak mau untuk 

dipoligami oleh calon suaminya dan hal tersebut tertuang dalam sebuah perjanjian 

pranikah yang sudah disepakati pasangan tersebut sejak awal membina rumah 

tangga dengan disaksikan oleh keluarga kedua calon mempelai dan tidak dilakukan 
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di hadapan notaris atau pegawai pencatat nikah. Dalam hal ini penulis ingin 

mengetahui bagaimana pandangan para Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar 

mengenai perjanjian pranikah yang dilakukan oleh pasangan tersebut yang 

perjanjian tersebut tidak dilakukan di hadapan notaris dan pegawai pencatat nikah. 

Menurut sebagian ulama salah satunya menurut Imam Syafi’I menjelaskan 

dalam Ringkasan Kitab Al Umm untuk seorang istri yang meminta syarat-syarat 

dalam pernikahan seperti syarat yang diajukan di atas maka pernikahannya boleh 

dilakukan akan tetapi syarat-syarat tersebut batal karena syarat tersebut 

bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang membolehkan untuk laki-laki 

menikah sampai dengan empat orang istri, maka dari itu istri dilarang memberikan 

syarat tersebut kepada suaminya.5 Dari wawancara yang telah dilakukan 

sebelumnya menurut Kepala KUA di Kecamatan A dan B yang ada di Kabupaten 

Banjar beliau pun tidak setuju ketika ada seorang istri yang mengajukan syarat 

untuk tidak dipoligami dalam pernikahan karena beliau berpendapat bahwa 

“poligami dibolehkan dalam islam dan seorang suami tidak masalah ketika ingin 

berpoligami apabila dia mampu”.6 

Berbeda halnya dengan pendapat di atas, Ibnu Qadamah dalam kitab al-

Mughni menjelaskan bahwa dalam akad nikah seorang calon istri berhak untuk 

memberikan syarat-syarat kepada calon suaminya, seperti calon istri mensyaratkan 

untuk tidak dipoligami ketika dia masih mampu untuk melayani dan memenuhi 

 
5Syahren, “Tidak Dipoligami: Suatu Perjanjian Nikah Di Desa Masjid Lama Kecamatan 

Talawi Kabupaten Batubara,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sematera Utara, Hal: 5-6. 
6“Wawancara Pribadi,”, Pada Tanggal 7 Juli 2022. 
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kebutuhan suaminya. Apabila seorang suami melanggar syarat tersebut maka sang 

istri boleh memfasakh pernikahannya.7 Selaras dengan hal tersebut dalam salah satu 

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim 

yang berbunyi: 

يَِ ا للَّّهِ عَنْههِ قاَلَِ :قاَلَِ رَسهولهِ اللَِّّ  صَلَّى اللَّّهِ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَِ إ نَِّ أَحَقَِّ الشَّرْطِ   حَد يثهِ عهقْبَةَِ بْنِ  عَام رِ  رَض 

  أَنِْ يهو فَِ ب هِ  مَا اسْتَحْلَلْتهمِْ ب هِ  الْفهرهوجَِ

“Diriwayatkan dari Uqbah bin Umar r.a berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: 

“syarat yang paling berhak kamu sempurnakan ialah perkara yang menyebabkan 

kemaluan wanita menjadi halal untuk kamu (menikah)”.8 

Pendapat lain dari wawancara yang dilakukan penulis menurut Kepala KUA 

di Kecamatan C yang ada di Kabupaten Banjar, beliau berpendapat bahwa “seorang 

istri boleh memberikan syarat seperti syarat tersebut kepada calon suaminya 

asalkan sang istri mampu memberikan hak-hak yang diperlukan suaminya atas 

dirinya, seperti ketika seorang istri yang mampu memberikan apa yang suaminya 

inginkan dan dia mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya maka 

beliau berpendapat sang istri boleh memberikan syarat tersebut kepada suaminya.”9 

Bagi calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan sebelum 

perkawinan berlangsung biasanya dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pada 

dasarnya ada beberapa alasan atau pertimbangan yang menjadikan calon suami istri 

 
7Vevi Alfi Maghfiroh dan Syaefullah, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah 

Bersyarat” 3, no. 1 (Januari 2019), Hal: 76. 
8Muhammad Fuad Abdul Baqi, “Shahih Bukhari Muslim”, Penj. Tim Penerjemah Jabal, 

Penerbit Jabal: Bandung, 2021, Hal: 256.  
9“Wawancara Pribadi.”, Pada Tanggal 11 Juli 2022.  
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membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam 

perjanjian perkawinan salah satunya seperti yang dijelaskan diatas bahwa dalam 

perjanjian perkawinan berisikan perjanjian untuk permasalahan harta gonogini, atau 

manajemen percampuran harta setelah menikah akan bagaimanakah ternyata 

apabila terjadi perceraian dan sebagian orang beranggapan bahwa perjanjian 

perkawinan dijadikan sebagai suatu perjanjian yang dijadikan senjata bagi wanita 

untuk mencegah calon suaminya untuk tidak berpoligami.  

Poligami dalam Islam merupakan sebuah solusi dari berbagai macam 

persoalan yang terjadi, salah satunya adalah penyelamatan atas martabat wanita. 

Dari keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabat dalam 

melakukan poligami adalah bentuk poligami solutif yang ditunjukkan Islam. Akan 

tetapi praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dengan dalih 

melaksanakan ajaran Islam menyebabkan salah pahamnya sebagian orang terhadap 

arti poligami itu sendiri. Penafsiran tentang poligami ditinjau ulang untuk 

memahami seperti apa peluang poligami yang diperbolehkan dalam Al-Qur’an, dan 

keadilan seperti apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam dalam poligami. Ketika 

ingin melakukan poligami sebaiknya tetap meletakkan tujuan poligami yang 

seharusnya dalam kerangka pernikahan yang bertujuan untuk membangun keluarga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu poligami tidak hanya 

dilakukan dengan alasan untuk kepentingan individual akan tetapi juga memiliki 

tujuan yang bersifat sosial, yang mana ini menjadi dasar terbentuknya lingkungan 
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keluarga sebagai sarana yang tepat untuk memelihara keturunan, dan membentuk 

moral dan mental generasi yang baik.10 

Dalam hukum Islam berpoligami memang boleh dilakukan bagi seorang 

laki-laki yang mampu berlaku adil baik itu dari segi materi, fisik, maupun batin. 

Hal ini selaras dengan ayat Al-Qur’an Surah An-Nisa/4: 3 yang berbunyi,  

َٰعَ   وَرُبَ َٰثَ  وَثلَُ مَثۡنَََٰ  ٱلن سَِاءِٓ  ِنَ  م  لَكُم  طَابَ  مَا  فَٱنكِحُواْ  ٱلۡۡتَََٰمَََٰ  فِِ  تُقۡسِطُواْ  لَّا 
َ
أ خِفۡتُمۡ  فَإنِۡ وَإِنۡ   

 َٰ َٰنُكُمۡۚۡ ذَ يمَۡ
َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
َٰحِدَةً أ لَّا تَعۡدِلوُاْ فَوَ

َ
لَّا تَعُولوُاْ   خِفۡتُمۡ أ

َ
دۡنََٰٓ أ

َ
 لكَِ أ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) 

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan 

yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.11  

Ayat ini sering dijadikan dasar hukum untuk memperbolehkan seorang laki-

laki menikahi lebih dari seorang istri. Kebolehan seorang suami yang ingin 

melakukan poligami terikat dengan syarat-syarat yang ketat, yang mana ketika 

syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka poligami tidak boleh dilakukan. Ayat 

tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah Swt telah menghalalkan bagi laki-

laki untuk menikahi empat wanita merdeka dan wanita-wanita budak yang ia miliki. 

Selain itu dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa/4: 129 menjelaskan mengenai sulitnya 

dan ketidakmampuan seorang suami untuk berlaku adil12, yang berbunyi, 

 
10Hariyanti, “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam: Polygamy Concept in Islam Law,” 

Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 4, no. 2 (Desember 2008), Hal: 108. 
11Kementerian Agama R.I. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, …, Hal: 77. 
12Fahimah dan Lim, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh,” Mizani: Wacana 

Hukum, Ekonomi, Keagamaan, 4, no. 2 (2017), Hal: 99. 
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كَٱ فَتَذَرُوهَا  ٱلمَۡيۡلِ  كُُا  تمَِيلوُاْ  فَلََ  حَرصَۡتُمۡ   وَلوَۡ  ٱلن سَِاءِٓ  بيََۡۡ  تَعۡدِلوُاْ  ن 
َ
أ تسَۡتَطِيعُوٓاْ  وَإِن  وَلَن  لمُۡعَلاقَةِِۚ 

َ كََنَ غَفُورٗا راحِيمٗا     تصُۡلحُِواْ وَتَتاقُواْ فَإنِا ٱللَّا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu 

sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 

(kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan 

jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka 

sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. 13 

Berdasarkan dari uraian diatas latar belakang permasalahan yang terjadi 

maka penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi hal ini dalam bentuk 

karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: Perjanjian Pranikah Untuk 

Tidak Berpoligami Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Persepsi Kepala 

KUA Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Banjar. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian latar belakang sebelumnya maka dapat dirumuskan 

pertanyaan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah  

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten 

Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat 

perkawinan? 

2. Bagaimana alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para kepala KUA 

Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah 

untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan? 

 
13Kementerian Agama R.I. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, …, Hal: 99. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah  

1. Untuk mengetahui seperti apa pandangan Kepala KUA Kecamatan di 

wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak 

berpoligami sebagai syarat perkawinan. 

2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para 

Kepala KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar mengenai 

perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan. 

D. Signifikansi Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan 

dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya untuk lingkungan 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dan penelitian ini bisa 

menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkhusus pada 

materi yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah dan poligami.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan berfikir terkhusus 

untuk peneliti sendiri dalam tema penelitian perjanjian pranikah untuk tidak 

berpoligami sebagai syarat perkawinan menurut persepsi kepala KUA 

kecamatan. 
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3. Manfaat Akademis  

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin.  

E. Definisi Operasional 

1. Perjanjian  

Peirjanjian dise ibut seibagai peirkataan yang me inyatakan keiseidiaan dan 

keisanggupan untuk beirbuat seisuatu yang te ilah dipeirjanjikan, peirseitujuan 

antara dua pihak syarat, dan keiteintuannya. Meinurut keiteintuan Pasal 1313 

KUHPeirdata “Peirjanjian adalah suatu peirbuatan deingan mana satu orang atau 

leibih meingikatkan dirinya keipada satu orang atau le ibih lainnya”.14 Dari pasal 

teirseibut me incakup peirjanjian dalam artian yang luas, tidak hanya pe irjanjian 

yang beirsifat keibeindaan namun juga pe irjanjian yang beirsifat peirsonal seipeirti 

peirjanjian peirkawinan. Deingan diadakannya suatu peirjanjian maka pihak yang 

meilakukan peirjanjian meineirima seigala akibat hukum yang timbul yakni 

adanya ikatan yang sangat e irat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah 

timbulnya hak dan keiwajiban baik seicara seipihak maupun seicara timbal balik 

seihingga calon suami dan isteiri yang meilakukan peirjanjian pranikah meimiliki 

tanggung jawab untuk meilaksanakan peirjanjian. 

 
14Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1313. 
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2. Perjanjian Pranikah 

Peirjanjian pranikah adalah pe irjanjian yang dibuat se ibeilum 

dilangsungkannya peirnikahan dan meingikat keidua calon meimpeilai yang akan 

meinikah.15 Isi dari perjanjian pranikah biasanya meingeinai masalah keitika 

calon istri atau me impeilai peireimpuan meimbeirikan syarat-syarat keipada calon 

suaminya seipeirti sang suami tidak bole ih meinikah leibih dari seiorang istri atau 

sang istri tidak mau untuk dipoligami. Keitika calon suami atau me impeilai laki-

laki yang me imbeirikan syarat-syarat keipada calon istrinya adalah se ipeirti sang 

istri tidak bole ih beikeirja jika sang suami masih sanggup untuk 

meincari/me imbeirinya nafkah, dan apa saja yang me injadi tanggung jawab 

suami dan isteiri. 

3. Perkawinan 

Peirnikahan atau pe irkawinan merupakan seibuah ikatan, ke itika seisuatu 

sudah diikatkan antara yang satu de ingan yang lain maka akan saling ada 

keiteirikatan antara ke idua beilah pihak. Perkawinan merupakan peristiwa yang 

mengandung hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh suami dan isteri 

yang dapat menimbulkan akibat hukum.16 Meinurut Islam peirkawinan 

meirupakan peirjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk me imbeintuk keiluarga 

yang keikal, saling me ingasihi, aman, te inteiram, dan bahagia antara se iorang 

 
15Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, “Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita,” Yinyang: 

Jurnal Studi Gender dan Anak, 3, no. 1, (Januari-Juni 2008), Hal: 141. 
16Gunarto Anis Masdurohatun dan Yenny Ika Putri Hardiyani Wati, “Reconstruction Of 

Law On Legality Of Post-Marriage Agreements Based On Justice Values,” Scholars International 

Journal Of Law, Crime And Justice 6, no. 5 (2023). 
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laki-laki dan peireimpuan yang disaksikan ole ih dua orang saksi laki-laki.17 

Dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW dan pada ke ihidupan 

seihari-hari orang arab le ibih seiring meimakai kata nikah dan zawaj yang beirarti 

peirnikahan atau pe irkawinan. Perkawinan merupakan perjanjian suci antara 

seorang seorang laki-laki dan perempuan. 

4. Persepsi  

Peirseipsi manusia teirdapat peirbeidaan sudut pandang dalam 

peingindeiraan yang meimpeirseipsikan seisuatu itu baik atau peirseipsi yang positif 

maupun peirseipsi neigatif yang akan meimpeingaruhi tindakan manusia yang 

tampak atau nyata.18 Meinurut Sarlito W. Sarwono peirseipsi meirupakan proseis 

peiroleihan, peinafsiran, peimilihan dan peingaturan informasi indrawi. Peirseipsi 

meirupakan proseis peincarian informasi untuk dipahami meinggunakan alat 

peingindraan.19 Peirseipsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari 

sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca Indera. 

5. Poligami   

Poligami beirasal dari bahasa Yu inani poly yang beirarti banyak dan 

gamiein yang beirarti kawin. Keitika digabu ingkan maka akan be irarti su iatu i 

peirkawinan yang banyak. Meinuiru it tinjauian huikuim Islam poligami 

 
17Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” 

Credipo 2, no. 2 (November 2020), Hal: 112-113. 
18Hadi Suprapto Arifin, Ikhsan Fuady, dan Engkus Kuswarno, “Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang,” 

Jurnal Komunikasi dan Opini Publik 21, no. 1 (Juli 2017), Hal: 90. 

  19Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap 

Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan: Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan 

Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013,” Jurnal Agastya 5, no. 1 (Januari 2015), Hal: 121. 
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meimpu inyai arti peirkawinan yang le ibih dari satu i orang peireimpu ian deingan 

batasan uimu im yang diboleihkan hanya sampai eimpat orang peireimpu ian saja.20 

Poligami diartikan de ingan peirkawinan yang dilaku ikan deingan beibeirapa 

pasangan pada waktu i beirsamaan. Peingeirtian poligami yang be irlakui di 

masyarakat adalah seiorang laki-laki yang kawin deingan banyak wanita. 

F. Kajian Pustaka  

Seiteilah peineiliti meineilaah meingeinai peimbahasan yang akan pe ineiliti teiliti 

dalam skripsi yang be irju iduil “Peirjanjian Pranikah U intu ik Tidak Be irpoligami 

Seibagai Syarat Peirkawinan Meinuiruit Peirseipsi Keipala KUA Keicamatan Di Wilayah 

Kabuipatein Banjar” be iluim ada peineilitian se ibeiluimnya yang meilakuikannya, yang 

teirlampir dalam peineilitian teirdahuilui meiruipakan peineilitian yang seiruipa antara salah 

satu i variabeil yang digu inakan dalam peineilitian ini.  

1. Pada peineilitian teirdahuilui yang teilah dilakuikan oleih Abd. Gafu ir Majid pada 

tahuin 2017 deingan juiduil peineilitian “Peirjanjian Pra Nikah Pe irspeiktif Mazhab 

Hanafi Dan Hu ikuim Positif”. Deingan hasil peineilitian meinuinjuikkan bahwa 

masih banyak teirdapat keikuiarangan, seilain peingatuiran peirjanjian kawin dalam 

Uindang-Uindang Peirkawinan tidak seileingkap KUiH Peirdata teirdapat juiga 

keikuirangan lain, khuisuisnya pasal yang meingatuir teintang peirjanjian kawin. 

Dan hal lain juiga bahwa Uindang-Uindang Peirkawinan masih meinghiduipkan 

duialismei hu ikuim. Peirjanjian peirkawinan seibeinarnya beirguina uintuik acuian jika 

suiatui saat timbuil konflik. Meiski seimuia pasangan teintui tidak meingharapkan 

 
20M. Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Tafsir Muqaranah,” 

Jurnal Ilmiah Syari’ah 17, no. 2 (Juli-Desember 2018), Hal: 153-154. 
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konflik itui akan datang. Keitika pasangan haruis beirceirai peirjanjian itui juiga bisa 

dijadikan ru ijuikan seihingga masing-masing meingeitahuii hak dan keiwajibannya. 

Dalam huiku im peirkawinan keitika meineimpatkan mana yang ruikuin dan mana 

yang syarat teirdapat peirbeidaan dikalangan uilama yang peirbeidaan ini tidak 

beirsifat suibstansial. Peirbeidaan di antara peindapat teirseibuit diseibabkan oleih 

kareina beirbeida dalam meilihat fokuis peirkawinan itui. Peirbeidaan peineilitian ini 

deingan peineilitian yang akan saya lakuikan yaitui pada peineilitian yang teilah 

dilakuikan beirtuijuian uintuik meingeitahu ii peirjanjian pranikah meinu iruit peirspeiktif 

mazhab hanafi dan hu ikuim positif seidangkan dalam peineilitian yang akan saya 

lakuikan beirtuijuian uintu ik meingeitahuii peirjanjian pranikah u intu ik tidak 

beirpoligami me inuiruit peirseipsi Keipala KUiA Keicamatan. 

2. Pada peineilitian teirdahuilui yang teilah dilaku ikan oleih 

Dr.H.Dju imadi,S.H.,M.Hu im, Tavinayati,S.H.,M.h, dan Zakiyah,S.H.,M.H.  

pada tahuin 2016 deingan ju iduil peineilitian “U irgeinsi Peirjanjian Pra Nikah Bagi 

Calon Su iami Iste iri”. Deingan hasil pe ineilitian yang me inuinju ikkan bahwa 

teirdapat beibeirapa peirbeidaan antara KU iH Peirdata deingan UiUi Peirkawinan 

teirkait deingan peirjanjian kawin yaitu i, KUiH Peirdata meilalu ii Pasal 149 

meilarang me inguibah peirjanjian peirkawinan me iskipu in para pihak se ipakat 

meinguibahnya. Ini seisuiai deingan asas keikuiatan meingikat suiatu i peirjanjian yang 

teirdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KU iH Peirdata. Meiskipu in peirjanjian kawin 

teirleitak dalam hu ikuim keiluiarga, ia te itaplah meiruipakan su iatu i peirjanjian 

seihingga te itap tu induik pada asas-asas hu ikuim peirjanjian. Seidangkan U iUiP 

masih meimu ingkinkan uintu ik diu ibah deingan syarat hal itu i suidah dipe irjanjikan 
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seibeiluimnya deingan tidak me iruigikan pihak keitiga. KUiH Peirdata se icara teigas 

meingatu ir peirjanjian peirkawinan haruis dibu iat deingan akta ote intik deingan 

ancaman keibatalan. Seidangkan UiUiP hanya me insyaratkan haru is teirtuilis. Jadi 

bisa dalam beintu ik akta oteintik dan akta dibawah tangan. Su ibstansi ataui mateiri 

dari peirjanjian kawin diseirahkan keipada keiseipakatan para pihak. KU iH Peirdata 

mauipuin UiUiP hanya meimbatasi mateiri dari peirjanjian kawin tidak boleih 

meilanggar batas-batas huikuim, agama dan keisuisilaan. Dari se ikitar 850 

pasangan yang meincatatkan peirnikahannya di KUiA Banjarmasin U itara, sangat 

seidikit yang meimbu iat peirjanjian peirkawinan. Tahu in 2013 dan tahu in 2016 

hanya ada satu i pasangan yang me imbu iat peirjanjian kawin. Inisiatif me imbu iat 

peirjanjian kawin dari pihak calon istri dan atas dorongan pihak keiluiarga. 

Alasan uitama seidikit yang me imbu iat peirjanjian kawin adalah “tabu i” kareina 

seipeirti meingharapkan te irjadinya peirceiraian. Peirbeidaan peineilitian ini deingan 

peineilitian yang akan saya laku ikan yaitu i pada peineilitian ini be irfokuis pada 

uirgeinsi dari pe irjanjian pranikah se idangkan dalam pe ineilitian yang akan saya 

lakuikan beirfokuis pada pandangan Ke ipala KUiA Keicamatan te irkait deingan 

peirjanjian pranikah u intu ik tidak beirpoligami. 

3. Pada peineilitian te irdahuilui yang teilah dilaku ikan oleih Eiva Mu iryana pada tahuin 

2018 deingan ju iduil peineilitian “Peimahaman Masyarakat Teirhadap Ayat – Ayat 

Poligami Dan Imple imeintasinya : Stuidi Kasu is Di Deisa Dinu ik Keicamatan 

Keiramat Kabu ipatein Teigal”. Deingan hasil pe ineilitian meinuinju ikan bahwa 

peimahaman masyarakat De isa Dinuik Keicamatan Kramat Kabu ipatein Teigal 

teintang Al-Quiran Su irat Al-Nisa’ ayat 3 yaitu i Allah meimboleihkan laki-laki 
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meinikah leibih dari satu i orang istri deingan alasan dapat beirlaku i adil. Bahwa 

masyarakat tidak me ingeitahuii ataui meimahami teintang Ayat-ayat Al- Quir’an 

teirkait poligami. Salah satu i alasan keinapa masyarakat beiluim me ingeitahuii 

dikareinakan peingeitahuian agamanya yang sangat minim. Seihingga salah satui 

yang meilatarbeilakangi meireika meilakuikan poligami kareina cinta atau i nafsui. 

Peilaksanaan poligami dilaku ikan deingan cara se imbu inyi-seimbu inyi (sirih) yang 

pada akhinya iste iri dan anak-anaknya me ingeitahuii seihingga beirdampak bu iruik 

teirhadap, keiharmonisan keiluiarga kareina ceimbuiruinya istri pe irtama dan 

beirdampak bagi iste iri keiduia teirkait hak peirkawinan yang reismi kareina isteiri 

peirtama tidak me inyeituijuii keitika peirnikahan keiduia dilaku ikan seisuiai deingan 

peiratu iran neigara dan eikonomi keiluiarga, kareina seibagian laki-laki di deisa 

Dinuik Keicamatan Kramat Kabu ipatein Teigal hanya beirprofeisi seibagi neilayan 

ataui peitani seihingga deingan keibuitu ihan dijaman seikarang yang se imakin 

banyak dan sosial te irhadap lingku ingan. Kareina, keibanyakan anak-anak yang 

meingeitahuii ayahnya me inikah lagi me ireika meimpuinyai peirasaan minde ir ataui 

malui teirhadap lawan je inis ataui teiman-teimannya seihingga me ireika leibih 

meimilih peirgi seindiri bahkan peirgi dari ruimah kareina meingingat peirbuiatan 

ayahnya. Peirbeidaan peineilitian ini deingan peineilitian yang akan saya laku ikan 

pada peineilitian te irseibuit meineiliti me ingeinai peimahaman masyarakat te intang 

ayat-ayat poligami se idangkan peineilitian yang akan saya laku ikan meingeinai 

peindapat para Keipala KUiA Keicamatan te irkait u intu ik tidak beirpoligami dalam 

peirjanjian pranikah. 
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4. Pada peineilitian te irdahuilui yang teilah dilaku ikan oleih Abduil Rokhim pada tahu in 

2012 deingan ju iduil peineilitian “Keidu iduikan Huikuim Peirjanjian Pe irkawinan 

Seibagai Alasan Pe irceiraian” dalam MMH, jilid 41, No.1, hal. 59-64. Deingan 

hasil peineilitian yang me inuinju ikkan bahwa pe irjanjian peirkawinan be irlakui 

seibagai Uindang-uindang yang beirarti satu i sisi peirjanjian peirkawinan te irseibuit 

wajib ditaati be irsama akan teitapi di sisi lain keitika peirjanjian teirseibuit dilanggar 

maka dapat dijadikan se ibagai alasan peirceiraian. Keiduiduikan huiku im peirjanjian 

peirkawinan seibagai alasan peirceiraian adalah beirstatu is seibagai Uindang-uindang 

dan meimiliki akibat hu ikuim yang artinya calon su iami dan istri yang te ilah 

meingadakan peirjanjian peirkawinan deingan kata seipakat maka wajib u intu ik 

meilaksanakannya dan pe ilanggaran atas janji te irseibuit dapat dijadikan se ibagai 

alasan peirceiraian. Peirbeidaan peineilitian ini de ingan peineilitian yang akan 

peinuilis laku ikan adalah dalam peineilitian ini leibih meimbahas me ingeinai 

keiduiduikan hu ikuim dari peirjanjian peirkawinan yang su idah dilakuikan 

seidangkan peineilitian yang akan dilaku ikan leibih meimbahas meingeinai peirseipsi 

Keipala KUiA Keicamatan meingeinai peirjanjian pranikah u intu ik tidak dipoligami. 

5. Pada peineilitian te irdahuilui yang teilah dilaku ikan oleih Ahmad Dahlan dan 

Firdauis Albar, pada tahu in 2008 deingan ju iduil peineillitian “Peirjanjian Pranikah: 

Soluisi Bagi Wanita” dalam Yinyang: Ju irnal Stu idi Geindeir & Anak, Vol.3, 

No.1, Januiari-Juini, hal 140-151. Deingan hasil peineilitian beirdasarkan pada 

peiratu iran peiruindang-uindangan Indoneisia dan hu ikuim fikih tampaknya 

meimpeirboleihkan uintu ik itu i. Sangat sah bagi wanita u intu ik me imbu iat syarat-

syarat teirteintu i dalam leimbaran peirjanjian pranikah ke ipada calon su iaminya 
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seipanjang tidak me ilanggar syariat. Apalagi dalam pe irjanjian pranikah yang 

dimaksu idkan u intu ik meimbeiri keijeilasan hak dan ke iwajiban su iami istri dalam 

beirkeiluiarga agar te ircipta harmonis sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

Peirbeidaan peineilitian ini deingan peineilitian yang akan peinuilis laku ikan adalah 

peineilitian ini leibih meinjeilaskan meingeinai peirjanjian pranikah me iruipakan 

solu isi bagi seiorang wanita dalam seibu iah peirnikahan seidangkan peineilitian yang 

akan peinuilis laku ikan meingeinai peirseipsi Keipala KUiA Keicamatan me ingeinai 

peirjanjian pranikah u intu ik tidak dipoligami. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Sisteimatika peimbahasan beirisi uiraian singkat te intang isi bab deimi bab yang 

akan dituilis dalam peineilitian ini:  

1. Bab I Peindahuiluian  

Pada bab I te irdapat latar beilakang masalah, ru imuisan masalah, tu ijuian 

peineilitian, deifinisi opeirasional dan siste imatika peimbahasan. 

2. Bab II Landasan Teiori  

Pada bab II te irdapat landasan te iori yang meinjeilaskan me ingeinai teiori 

peirjanjian pranikah u intu ik tidak beirpoligami seibagai syarat peirkawinan seibagai 

bahan kajian yang ke imuidian meinjadi arahan dalam me inyeileisaikan peineilitian 

ini.  
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3. Bab III Meitodei Peineilitian  

Pada bab III te irdapat jeinis meitodei dan jeinis peineilitian yang dilakuikan 

yaitui lokasi peineilitian, su ibjeik peineilitian, data dan su imbeir data dan te iknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. 

4. Bab IV Hasil Pe ineilitian  

Pada bab IV te irdapat meingeinai hasil peineilitian yang me inguiraikan 

deingan jeilas dan hasil pe ineilitian di lapangan yang te irdiri dari peinyajian data 

dan analisis data, seirta peingkajian teiori yang dikaitkan deingan peineimuian data 

seirta analisis data dalam pe ineilitian. 

5. Bab V Peinu ituip 

Pada bab V te irdapat keisimpu ilan teirhadap peirmasalahan yang te ilah 

dibahas dalam u iraian seibeiluimnya, keiteirbatasan peineilitian, dan saran u intu ik 

peineilitian. 


